Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

-9

. Undang-Undar g Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2"44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua:
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia

" Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 5747);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013
tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka
Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pelkerja;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomcr 7 Tahun
2013 tentang Upah Minimum' (Berita Negara Republik Indor.esia
Tahun 2013 Nomior 1239);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaarr Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 948); '

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumaters Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Upah Minimum Kota Binjai Tahun 2018.

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebesar Rp. 2.230.597,89,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu
Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Scinbilan
Rupiah).

Upah Minimum Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA Keputusan Gubernur ini merupakan upah terendah dan
hanya berlaku bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol)
tahun sampai dengan 1 (satu) tahun, sedangkan pekerja yang
mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha
wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan
diatur di dalém pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di
perusahaan.



